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Kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain adalah menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih dikenal dengan
istilah judicial review

NG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
PENGUIAR O REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi terdiri atas :
+ Pengujion Secara Materiil = Pengujion terhadap materi muatan suotu undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar
+ Pengujian Secara Formil = Wewenang Mahkamah untuk menguji apakah
undang-undang telah dibentuk sesuai dengan prosedur atau tata cara
sebagaimana diatur dolom peraturan perundang-undangan yang berlaku

BATU UJI PENGUJIAN

MATERIIL

Pengujion Undang-Undang
secara materiil
menggunakan batu uji

pengujian yaitu Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945

BATU UJI
FORMIL

Dalam Undang-Undang Dasar
N.Egum Republik Indonesia hanya
diatur secara singkat dalarm Pasal
20. Oleh karena itu, dalam
pengujian formil Mahkamakh
Konstitusi juga menggunakan
undang-undang No. 12 Tahun
2011 sebagai batu ujinya.

DOSEN HUKUM UNESA
Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H.




